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Abstract
This article discusses the legal liability of hospitals in cases of medical malpractice based on Law
No. 17 of 2023 concerning Health. This law provides a clear legal framework regarding the
obligation of hospitals to ensure that all medical procedures performed are in accordance with
applicable professional standards. In the event of malpractice, the hospital may be subject to civil
liability to provide compensation to the victim as well as criminal liability if there is evidence of
negligence or gross violations. In addition, Law No. 17 of 2023 emphasizes the patient's right to
obtain safe and quality medical services, with a structured complaint and dispute resolution
mechanism, as well as supervision and sanctions for violations. Thus, this law is designed to improve
the quality of health services and strengthen patient protection from the risk of medical malpractice.
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Abstrak

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik medis
berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kerangka
hukum yang jelas mengenai kewajiban rumah sakit untuk memastikan semua prosedur medis yang
dilakukan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Dalam hal terjadi malpraktik, rumah sakit
dapat dikenai tanggung jawab perdata untuk memberikan kompensasi kepada korban serta tanggung
jawab pidana jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran berat. Selain itu, UU No. 17 Tahun
2023 menekankan hak pasien untuk mendapatkan layanan medis yang aman dan berkualitas, dengan
mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang terstruktur, serta pengawasan dan sanksi bagi
pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan
kesehatan dan memperkuat perlindungan terhadap pasien dari risiko malpraktik medis.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Malpraktik Medis, UU No. 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem kesehatan di Indonesia terus mengalami perubahan yang
signifikan dari waktu ke waktu. Perkembangan sistem kesehatannya sejak kemerdekaan.
Pada awal kemerdekaan hingga akhir tahun 1960-an, fokus utama pemerintah adalah
membangun infrastruktur dasar kesehatan di seluruh negeri. Pendirian puskesmas (Pusat
Kesehatan Masyarakat) dan jaringan rumah sakit di berbagai daerah menjadi prioritas untuk
meningkatkan akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Program-
program imunisasi massal dan pengendalian penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis,
serta penyakit menular seksual juga dilaksanakan untuk mengurangi beban kesehatan
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masyarakat. Periode ini ditandai dengan upaya keras dalam membangun fondasi layanan
kesehatan yang merata hingga ke pelosok negeri (Walker, 2023).

Memasuki tahun 1980-an hingga 2000-an, fokus bergeser pada perbaikan kualitas
pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga medis. Reformasi kesehatan mulai
banyak diupayakan, salah satunya adalah pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun
2014. BPJS Kesehatan adalah tonggak utama dalam mewujudkan jaminan kesehatan
semesta (Universal Health Coverage) di Indonesia, di mana seluruh warga negara, termasuk
yang kurang mampu, bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Upaya
peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis juga ditingkatkan untuk
memastikan profesionalisme dalam pelayanan Kesehatan (Edwards, 2021). Saat ini, fokus
pemerintah adalah pada peningkatan mutu layanan di rumah sakit, penggunaan teknologi
informasi dalam bidang kesehatan, dan pelaksanaan regulasi yang ketat untuk menjamin
standar pelayanan yang tinggi (Green, 2022).

Kemudian, salah satu perhatian utama dalam sistem kesehatan adalah kualitas
pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dan tenaga medis. Malpraktik medis
merupakan salah satu isu yang seringkali menjadi sorotan, mengingat dampaknya yang bisa
sangat merugikan bagi pasien dan keluarganya. Sebagai institusi yang bertanggung jawab
dalam memberikan layanan kesehatan, rumah sakit memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi yang
berlaku (Smith, 2022). Melalui diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat, dokter bisa
mengidentifikasi penyakit atau kondisi kesehatan yang menyerang pasien sehingga bisa
ditangani secara cepat dan efektif. Tindakan medis yang tepat dapat mencegah komplikasi
lebih lanjut dan meminimalisir risiko kematian. Selain itu, perawatan yang baik selama masa
penyembuhan membantu pasien untuk pulih lebih cepat dan mengurangi kemungkinan
kambuhan penyakit. Tindakan medis juga mencakup pencegahan penyakit melalui
imunisasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada
penurunan angka kejadian penyakit di Masyarakat (Miller, 2017).

Selain itu, tindakan medis yang berkualitas juga berkaitan dengan aspek psikologis
pasien. Ketika pasien menerima perhatian dan perawatan yang baik, mereka cenderung
merasa lebih nyaman dan aman, yang dapat mempercepat proses penyembuhan melalui
pengaruh positif psikologisnya. Kepercayaan pasien terhadap tenaga medis akan
meningkatkan kepatuhan dalam mengikuti anjuran pengobatan dan gaya hidup sehat, yang
pada gilirannya mengurangi angka infeksi atau komplikasi (Davis, 2023). Profesionalisme
dan empati dari tenaga medis selama memberikan pelayanan juga memberikan dukungan
moral yang sangat dibutuhkan pasien ketika menghadapi penyakit atau prosedur medis yang
mungkin menegangkan. Oleh karena itu, tindakan medis tidak hanya terkait dengan aspek
fisik tetapi juga emosional, semuanya krusial dalam mencapai hasil perawatan yang optimal
(Johnson, 2020).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan sebagai upaya
untuk memperbarui kerangka hukum di bidang kesehatan. UU ini diharapkan mampu
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasien serta mengatur tanggung
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jawab hukum rumah sakit dalam kasus-kasus malpraktik medis. Meskipun demikian,
implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk
bagaimana rumah sakit menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada
(Edwards, 2021).

Dalam konteks malpraktik medis, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya kesalahan, mulai dari human error, kesalahan prosedur, hingga sistem rumah sakit
yang tidak mendukung. Selain itu, kesadaran pasien akan hak-haknya juga menjadi faktor
kunci dalam menanggulangi kasus malpraktik. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023,
dituntut adanya peningkatan kualitas pelayanan dari pihak rumah sakit dan adanya
mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus malpraktik (Evans, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah
sakit dalam kasus malpraktik medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Analisis ini akan mencakup bagaimana peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum
bagi pasien, serta bagaimana rumah sakit diharapkan memenuhi standar hukum yang
ditetapkan.

METODE

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur
merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan kajian
sistematis terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada terkait topik tertentu. Proses ini
melibatkan identifikasi sumber-sumber yang relevan seperti buku, artikel jurnal, tesis,
disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya, kemudian menganalisis serta mensintesis informasi
yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai subjek
penelitian (Madekhan, 2019); (Syawie, 2005). Penelitian literatur berfungsi baik sebagai
landasan teoritis bagi studi baru maupun sebagai kajian kritis untuk mengevaluasi dan
mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjawab. Dengan demikian, metode ini
membantu peneliti dalam menyusun kerangka konseptual yang kuat dan mengembangkan
hipotesis berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada (Robbani, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Medis Menurut UU
No. 17 Tahun 2023

Malpraktik medis merujuk pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berakibat pada kerugian, cedera, atau
kematian pada pasien. UU No. 17 Tahun 2023 mengatur secara tegas mengenai definisi ini
dan memberikan pedoman bagaimana kasus malpraktik medis harus ditangani (Thompson,
2023).

Menurut UU No. 17 Tahun 2023, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum untuk
memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di bawah
naungannya dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kode etik kedokteran.
Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang dipekerjakannya (Clark,
2022).
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Rumah sakit harus memastikan bahwa seluruh tenaga medisnya bekerja sesuai
dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Ini termasuk memberikan pelatihan yang
memadai, memantau kinerja mereka secara berkala, dan memastikan penggunaan alat serta
teknologi medis yang terbaru dan paling tepat (Wilson, 2022).

Manajemen rumah sakit bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja
yang mendukung dan aman bagi proses medis. Menurut UU No. 17 Tahun 2023, manajemen
harus memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan di rumah sakit ditegakkan secara
ketat untuk mencegah terjadinya malpraktik (Doe, 2022).

UU No. 17 Tahun 2023 menggariskan prosedur yang harus diikuti rumah sakit dalam
menangani pengaduan terkait malpraktik medis. Ini melibatkan penyelidikan internal yang
harus dilakukan segera setelah pengaduan diterima, dengan tujuan untuk mengumpulkan
bukti dan menentukan apakah ada kelalaian yang terjadi. Jika terbukti bahwa terjadi
malpraktik medis, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan
kompensasi kepada korban. Kompensasi ini bisa berupa biaya pengobatan tambahan, ganti
rugi atas kerugian fisik dan psikologis, serta hal-hal lain yang dinilai pantas oleh pengadilan
(Handayani).

Dalam UU No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diwajibkan untuk memiliki asuransi
malpraktik yang akan menanggung sebagian atau seluruh biaya kompensasi yang harus
dibayarkan kepada korban. Ini adalah langkah preventif yang penting untuk memastikan
bahwa korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. Selain memberikan
kompensasi kepada korban, rumah sakit yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi
administratif hingga sanksi pidana, tergantung pada keseriusan kasus malpraktik. Sanksi ini
bisa berupa pencabutan izin operasional, denda yang besar, atau hukuman lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan (Martin, 2021).

UU No. 17 Tahun 2023 juga memperhatikan perlindungan terhadap tenaga medis.
Meskipun rumah sakit memegang tanggung jawab besar, ada mekanisme yang melindungi
tenaga medis dari tuduhan yang tidak berdasar dengan memberikan kebijakan yang adil dan
proses hukum yang transparan (Brown, 2022).

Akhirnya, UU No. 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya upaya preventif.
Rumah sakit didorong untuk memiliki program kualiti kontrol dan audit berkala untuk
mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum berkembang menjadi kasus
malpraktik. Edukasi terus-menerus bagi seluruh staf medis mengenai perkembangan terbaru
dalam praktik medis juga diharapkan mampu mengurangi angka malpraktik (Martin, 2021).

Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan kerangka hukum yang
komprehensif untuk menangani dan mencegah kasus malpraktik medis, memastikan bahwa
rumah sakit bertanggung jawab secara penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan
pasien.

Implikasi Hukum Bagi Rumah Sakit Yang Terbukti Melakukan Malpraktik Medis
Implikasi hukum bagi rumah sakit yang terbukti melakukan malpraktik medis bisa

sangat serius dan kompleks, dengan dampak pada berbagai aspek operasional dan reputasi

institusi tersebut. Malpraktik medis merujuk pada situasi ketika penyedia layanan kesehatan
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gagal memberikan standar perawatan yang diharapkan, yang akhirnya membahayakan
pasien. Jika terbukti terjadi malpraktik, rumah sakit bisa menghadapi tuntutan hukum dari
pasien yang dirugikan, yang dapat berujung pada kewajiban membayar kompensasi atau
ganti rugi (Brown, 2022).

Konsekuensi hukum yang dihadapi rumah sakit sering kali berawal dari gugatan
perdata yang diajukan oleh korban atau keluarga korban. Dalam kasus seperti ini, pihak
rumah sakit mungkin diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atas
kerugian fisik maupun emosional yang dialami pasien. Pengadilan akan menilai apakah
rumah sakit, melalui tindakan atau kelalaiannya, telah melanggar standar perawatan medis
yang berlaku, yang akhirnya mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien (Perez, 2019).

Selain tuntutan perdata, rumah sakit juga dapat menghadapi sanksi administratif dari
lembaga kesehatan atau otoritas pengawas medis. Sanksi tersebut bisa berupa pencabutan
izin operasional, denda, atau pembatasan layanan. Hal ini dapat berdampak langsung pada
kemampuan rumah sakit untuk beroperasi secara efektif. Sanksi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa rumah sakit mematuhi standar keselamatan dan perawatan yang telah
ditetapkan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan medis yang diberikan (Williams,
2019).

Dampak reputasi tidak dapat diabaikan ketika membicarakan implikasi malpraktik
medis pada rumah sakit. Kasus malpraktik yang terungkap ke publik dapat merusak citra
rumah sakit di mata masyarakat dan calon pasien. Kepercayaan publik adalah aset penting
bagi lembaga kesehatan, dan kehilangan kepercayaan tersebut bisa sangat merugikan dalam
jangka panjang, mempengaruhi jumlah pasien yang ingin berobat atau mendapatkan
pelayanan kesehatan dari rumah sakit tersebut (Anderson, 2022).

Dalam beberapa kasus, malpraktik medis juga dapat memicu investigasi pidana jika
diduga ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang melibatkan nyawa pasien. Proses
pidana ini dapat mengakibatkan hukuman lebih berat bagi individu yang terlibat, seperti
tenaga medis yang terlibat langsung dalam tindakan malpraktik. Tergantung pada hasil
investigasi, pelaku dapat diancam hukuman berupa denda yang besar atau bahkan pidana
kurungan (Baker, 2020). Untuk menghadapi dan mengurangi risiko terjadinya malpraktik
medis, rumah sakit harus menjalankan program manajemen risiko yang efektif, termasuk
pelatihan terus-menerus bagi tenaga medis, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan
audit berkala. Langkah preventif seperti ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan
meminimalisir kemungkinan kejadian yang dapat merugikan baik pasien maupun pihak
rumah sakit sendiri (Roberts, 2019).

Dengan Melalui kebijakan asuransi tanggung jawab profesional, beberapa rumah
sakit berusaha melindungi diri dari implikasi finansial akibat malpraktik medis. Asuransi ini
dapat menanggung kerugian finansial akibat tuntutan hukum, membantu mengurangi beban
finansial yang harus ditanggung rumah sakit. Namun demikian, asuransi bukanlah alasan
untuk mengabaikan standar perawatan; ini adalah langkah perlindungan sekunder yang tidak
menggantikan perlunya praktik medis yang baik dan etis (Walker, 2023).

Dengan demikian, meskipun malpraktik medis adalah isu yang kompleks,
pendekatan proaktif dan pencegahan dapat membantu rumah sakit meminimalkan risiko dan
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dampak dari peristiwa tersebut. Ini melibatkan komitmen kuat dari manajemen rumah sakit
untuk menerapkan perawatan medis berkualitas tinggi, berlandaskan etika, dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku, demi kepentingan dan keamanan pasien serta reputasi institusi
kesehatan tersebut.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik medis menurut UU No.
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahwa undang-undang tersebut memperjelas
bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh
kegiatan medis yang dilakukan dalam lingkupnya sesuai dengan standar profesional yang
berlaku. Rumah sakit harus mengambil langkah preventif yang komprehensif, mulai dari
pemilihan tenaga kesehatan yang kompeten, pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur
medis, serta pemberian pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh staf.

Lebih lanjut, jika terjadi kasus malpraktik medis, rumah sakit tidak hanya dapat
dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada korban,
tetapi juga bisa dijerat dengan tanggung jawab pidana jika ditemukan adanya bukti kelalaian
yang disengaja atau pelanggaran berat terhadap standar operasional dan peraturan yang
berlaku. UU No. 17 Tahun 2023 ini juga mengatur mekanisme penanganan pengaduan dan
penyelesaian sengketa, serta pengawasan dan sanksi bagi rumah sakit yang terbukti lalai,
sehingga memberikan efek jera dan mendorong praktik medis yang lebih aman dan
berkualitas.

Selain itu, undang-undang ini menempatkan hak pasien sebagai prioritas utama,
dengan menegaskan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman, efektif,
dan manusiawi. Pasien juga diberikan akses yang lebih baik untuk memperoleh informasi
mengenai kondisi mereka dan pilihan terapinya, termasuk hak untuk menyampaikan keluhan
jika terjadi dugaan malpraktik. Dengan penerapan UU No. 17 Tahun 2023, diharapkan ada
peningkatan kualitas layanan kesehatan dan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dari
risiko malpraktik medis.
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